BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

bahwa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan dan
percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan
pelayanan publik serta menjadikan Birokrasi yang lebih
dinamis, agile, dan professional, perlu melakukan
Penyesuaian dan penataan kembali terhadap kedudukan,
tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja
Sekretariat Daerah;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Maluku Barat Daya tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1617);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4877);Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9
Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
2016 Nomor 9).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI,  SUSUNAN ORGANISASI  DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya.

Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat
Daya sebagai Daerah Otonom.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.

. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan tinggi pada instansi
pemerintah.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan

nalle

o

2 Yo No

— O

keterampilannya.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.



Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan
dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat
Daerah menyelenggarakan fungsi :

. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi

Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten;
c. Bagian;
d. Sub Bagian; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.
(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Bagian Hukum.
(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
(3) Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Organisasi; dan
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
(4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(5) Bagian terdiri atas Sub Bagian dan Jabatan Fungsional.
(6) Ketentuan mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 4
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu

(2)

(1)

(2)

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang membantu

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang

pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan

daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan
rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan,
hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5
Bagian Pemerintahan

Pasal 7

Bagian Pemerintahan bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja
sama dan otonomi daerah;



e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan
otonomi daerah

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan terdiri atas :

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Bagian Hukum

Pasal 11

Bagian Hukum bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang



perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Susunan Organisasi Bagian Hukum terdiri atas :
a. Kepala Bagian Hukum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 13

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan bertugas membantu Sekretaris

(2)

(1)

(2)

Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan
barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa;

. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi
pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
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Paragraf 9
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dalam pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di



bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya
alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

Pasal 15

Susunan Organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas :
a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 16

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; terdiri atas :
a. Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronika; dan
c. Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Paragraf 11
Asisten Administrasi Umum

Pasal 18

(1) Asisten Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian



penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan,;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Paragraf 12
Bagian Organisasi

Pasal 19

(1) Bagian Organisasi bertugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja dan tatalaksana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Organisasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan
tatalaksana;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas
kinerja dan tatalaksana;

c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bagian Organisasi, terdiri atas :
a. Keplala Bagian Organisasi; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Bagian Umum

Pasal 21

(1) Bagian Umum bertugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan



evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan,
staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan; dan

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 22

Susunan Organisasi Bagian Umum, terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian,;
b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Paragraf 14
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 23

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas membantu Asisten
Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 24

Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Protokol;

b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal
dan horisontal.

(2) Setiap Kepala Unit/Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan
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bimbingan /petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan.

Pasal 26

Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang
selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah
kepada Bupati.

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan
laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan
sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah.

Pasal 27

Setiap bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah wajib bertanggung jawab
kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang
berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai
bidang keahlian dan keterampilannya yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sesuai kebutuhan yang didasari atas analis jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pejabat Fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak
dilakukan pelantikan.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,
jabatan administrator dan jabatan pengawas serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 30

Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Il.a atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.

Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IL.b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIl.a atau jabatan administrator.
Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV.d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV.e.

Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Pembina, golongan ruang IV.a, Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV.b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV.c.

Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang Ill.c dan Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI.d

Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan jabatan fungsional
dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang
[lI.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill.b.

Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang Ill.c dan Penata
Tingkat I, golongan ruang III.d.

Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang Ill.a dan
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.

Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Pengatur, golongan ruang Il.c dan
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d.

Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan jabatan fungsional dengan
pangkat dan golongan masing-masing Pengatur Muda, golongan ruang Il.a dan
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang IL.b.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku (Berita
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat
Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal, 28 Februari 2023

BUPAWKU BARAT DAYA,

Lt

-

ENYAMIN THOMAS NOACH
Diundangkan di Tiakur
Pada tanggal,28 Februari 2023 L

OBED HANOGH YESAYAS KUARA
BERITA DAERPtH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR
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